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Abstrak

Globalisasi membawa pengaruh yang kuat terhadap kondisi
politik dan ekonomi di seluruh dunia. Kondisi ini membuat setiap
negara harus mempersiapkan diri terhadap efek yang ditimbulkannya
sehingga tidak berakibat negatif. Reformasi adalah salah satu contoh
dampak dari globalisasi.

Reformasi yang terjadi di negara-negara berkembang lebih
banyak terjadi karena intervensi asing. Hal ini karena asumsi yang
digunakan yang menganggap kegagalan birokrasi untuk menciptakan
kondisi ekonomi disebabkan faktor-faktor internal. Oleh karéna itu
lembaga bantuan asing mensyaratkan adanya penyesuaian struktural
yang mengarah pada penciptaan good governance.

Keterlibatan institusi asing dalam jangka pendek bisa membantu
tapi dalam jangka panjang harus dievaluasi ulang. Hal ini dilakukan
karena bantuan hutang yang diberikan diembel-embeli oleh adanya
prasyarat lain berupa program penyesuaian strukiural yang bersifat
politis. Bantuan dari donor asing memang sulit dihindari karena krisis
ekonomi tapi proses tersebut harus selektif dan syarat lunak serta
secepatnya dilunasi.

Setiap negara harus memiliki agenda dalam melakukan
reformasi. Informasi tentang kondisi suatu negara yang -paling
mengetahui adalah negara itu sendiri. Oleh karena itu, analisis
kebutuhan untuk melakukan reformasi dapat dilakukan sehingga
strategi reformasi yang dipilih tepat serta tidak merugikan
masyarakat/warganegara.

Kata Kunci: reformasi, birokrasi, globalisasi
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Pendahuluan

Reformasi merupakan upaya
unguk menciptakan cara yang lebih
baik dalam menjalankan pemerin-
tghan. Lembaga pemerintah (birokra-
si) dirancang untuk memberikan pela-
yanan yang sebaik-baiknya pada ma-

syarakat tapi seiring dengan peru-
bahan yang terjadi sebagai akibat
dari globalisasi, prinsip-prinsip yang
menjadi dasar pelayanan meng-
alami perubahan. Akibatnya, defi-
nisi tentang tata pemerintahan yang
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baik dan administrasi yang layak juga
mengalami perubahan.

Model yang selama ini dijalan-
kan oleh pemerintahan negara-nega-
ra (model tradisiomal) bukan berarti
tidak memiliki hasil positif dalam bagi
masyarakatnya. Secara ilmiah, model
tradisional selama beberapa dekade
berhasil untuk mengorganisasikan pe-
layanan dengan baik kepada masya-
rakat, termasuk didalamnya optimis-
me tentang kemampuan pemerintah
untuk memecahkan masalah. Namun
globalisasi telah mengubah pndangan
yang berkembang dalam masyarakat
tentang pelayanan publik sehingga
prinsip-prinsip yang dikembangkan
oleh model tradisional tidak lagi kon-
dusif bagi bentuk organisasi yang
memberikan pelayan publik. Untuk
menciptakan tata pemerintahan yang
lebih baik maka prinsip-prinsip yang
terdapat dalam model tradisional ha-
rus direformasi.

Langkah awal reformasi dilaku-
kan dengan menggali prinsip-prinsip
dasar yang menjadi akar masalah ser-
ta menciptakan patologi birokrasi. Pe-
ters (2001) mengemukakan 5 prinsip
yang menjadi akar masalah, yaitu:

1. Pegawai Negeri (PNS) yang
Apolitis

PNS seharusnya tidak terlibat
atau berhubungan dengan kepenti-
ngan tertentu termasuk mengembang-
kan pandangan politik yang dimiliki di
tempat kerjanya karena secara fung-
sional harus siap untuk bekerja mau-
pun melayani siapapun. Namun kon-
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disi ini sulit terjadi terutama ketika
pejabat publik harus membuat kebi-
jakan teknis di lingkungan lembaga-
nya. Kepentingan individu maupun
kelompok yang bersifat politis se-
ringkali dilibatkan baik sengaja
maupun tidak dalam proses peng-
ambilan keputusan.
2. Hirarki dan Peraturan
Asumsi tentang penggunaan
hirarki dan aturan yang ketat untuk
mengatur kondisi masyarakat se-
hingga pemberian pelayanan dapat
berjalan dengan baik telah berubah.
Hirarki dan peraturan yang ketat
justru menciptakan inefisiensi da-
lam penggunaan sumber daya dan
lemahnya fleksibilitas dalam meres-
pon perubahan lingkungan.
3. Keajegan dan Stabilitas
Individu berarti siap untuk
mendedikasikan hidupnya ketika
menjadi PNS. Akibatnya pegawai
maupun lembaga puolik memba-
ngun sistem yang menafikan ke-
mungkinan adanya perubahan dan
yang terjadi adalah disfungsi atas
manajemen pengelolaan pegawai.)
perlu diterapkan sehingga karir pe-
gawai menjadi lebih baik.
4. Kelembagaan Pegawai negeri
Ketiadaan komitmen kelem-
bagaan untuk membangun kualitas
PNS menjadi bom waktu karena
jumiah yang semakin besar tapi ti-
dak diimbangi dengan program pe-
ngembangan yang memadai.
5. Kesetaraan



Kesetaraan dipandang sebagai
bentuk pemberian insentif yang sama
bagi setiap pegawai dalam posisi
yang sama tanpa melihat kompetensi
yang dimiliki. Kesetaraan juga dipan-
dang sebagai penyeragaman layanan
kepada masyarakat. Kondisi ini .ber-
akibat pada melemahnya potensi-po-
tensi yang dimiliki oleh pegawai untuk
berpartisipasi dalam memajukan orga-
nisasi publik dan semakin buruknya
pelayanan kepada masyarakat (Pe-
ters, 2001: 4-12).

Di samping itu tuntutan untuk
meningkatkan efisiensi pemanfaatan
sumber daya dan partisipasi masya-
rakat dalam pelayanan pubiik dengan
pendekatan tradisicnal ternyata gagal
dipenuhi oleh pemerintah sebagai
iembaga kontrol dan pengatur. Dam-
paknya adalah semakin menurunnya
kepercayaan masyarakat pada peran
pemerintah. Kondisi tersebut juga di-
sebabkan oleh, pertama, meningkat-
nya keragaman populasi secara sosial
dan politis termasuk juga etnik dan
ras akibat imigrasi. Kedua, melemah-
nya posisi tawar pemerintah akibat
semakin banyaknya masalah yang
gagal diatasi. Ketiga, penurunan sta-
bilitas terhadap struktur organisasi
pemerintah dibandingkan dengan or-
ganisasi swasta dalam menjalankan
fungsi-fungsinya. Keempat, korpo-
ratisme terhadap kelompok kepenti-
ngan yang dibangun negara semakin
lemah sehingga menurunkan duku-

ngan maupun komitmen dari serikat
pekerja (ibid:15-16).
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Kondisi tersebut diperparah
dengan banyaknya birokrat yang
terlibat dalam manajemen Badan
Usaha Milik Negara (BUMN). Di ne-
gara-negara berkembang, banyak
birokrat baik dari sipil maupun mi-
liter yang duduk direksi maupun ko-
misaris BUMN. Di samping itu ba-
nyak perusahaan khususnya peru-
sahaan daerah (BUMD) yang me-
miliki karyawan dengan status pe-
gawai negeri. Padahal BUMN mau-
pun BUMD di negara berkembang
maupun miskin menyedot sejumliah
besar anggaran belanja yang dike-
luarkan oleh negara. Wujudnya bisa
berbentuk subsidi, pinjaman dalarn
negeri maupun hutang perusahaan
yang kemudian menjadi tanggung
jawab pemerintah untuk mengem-
balikannya. Di samping itu, BUMN
menyerap sejumiah besar investasi
yang masuk di negara-negara ber-
kembang sehingga mempengaruhi
pendapatan domestik ‘bruto dan
investasi dalam negari. Banyaknya
jumiah BUMN menyerap tenaga
kerja yang cukup besar di negara-
negara tersebut sehingga mempe-
ngaruhi angka pengangguran. Po-
sisi BUMN yang sangat penting
mengakibatkan kinerja yang dimiliki
sangat mempengaruhi .stabilitas
makroekonomi sehingga berdam-
pak pada tingkat pertumbuhan eko-
nomi negara.

Menurut laporan Bank Dunia,
kinerja BUMN di negara-negara
berkembang ternyata rendah dan
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terus mengalami kerugian (Bank
Dunia, 1995:2). Rendahnya kinerja
disebabkan oleh kegagalan untuk
mengembalikan kredit sehingga men-
jadi tanggungan pemerintah, terjadi
defisit anggaran vyang dikeluarkan
BUMN sehingga subsidi pemerintah
semakin besar, dan tidak efisiennya
operasional perusahaan. Di banyak
negara berkembang yang memiliki ba-
nyak BUMN dan selalu mendukung
pembiayaannya, terjadi inefisiensi dan
defisit sehingga berdampak negatif
pertumbuhan ekonomi. Alih-alih me-
ningkatkan kualitas hidup masyarakat,
yang terjadi justru semakin terpuruk
dalam kemerosotan ekonomi.

Rendahnya kinerja bukan ka-
rena birokrat yang terlibat tidak me-
miliki kemampuan atau tidak berkcm-
peten dalam bidang bisnis tapi karena
terjadi , kontradiksi tujuan dalam me-
laksanakan pekerjaannya (ibid:3). Bi-
rokrat dihadapkan pada keharusan
untuk memperoleh dan menggali ke-
untungan yang sebesar-besarnya
atas bisnis yang dijalankannya atau
pengabdian pada pelayanan kepada
masyarakat. Masalah ini bukan pada
sistemnya tapi pada individu birokrat
yang terlibat dalam aktivitas bisnis.
Pendekatan birokratis dan pandangan
politis dalam memberikan pelayanan
sosial terkadang justru kontraproduktif
dengan prinsip-prinsip efisiensi dalam
aktivitas bisnis.

Kegagalan negara-negara ber-
kembang dalam mengelola kondisi
ekonomi berakibat pada krisis eko-
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nomi. Krisis ekonomi disebabkan
oleh faktor-faktor internal yang di-
miliki oleh negara tersebut. Besar-
nya inefisiensi dalam bidang eko-
nomi menjadi penyebab kecilnya
pertumbuhan ekoncemi yang dimiliki.
Di sisi lain, birokrasi sebagai motor
penggerak roda ekonomi justru ber-
peran dalam mempercepat kemero-
sotan ekonomi karena sebagian be-
sar sumber daya yang dialokasikan
dalam BUMN ternyata menciptakan
inefisiensi terbesar.

Krisis ekonomi mendera ne-
gara-negara berkembang dalam ku-
run waktu dua dekade dari tahun
80an ningga 90an akhir. Abraham-
sen menyebutkan parahnya kondisi
ekonomi negara-negara berkem-
bang di Afrika Sub-Sahara pada de-
kade 80an (Abrahamsen, 2000:82).
Pada akhir dekade 90an, krisis juga
menghantam kawasan Amerika La-
tin dan Asia Timur. Nilai mata uang
lokal merosot tajam tajam karena
efek global kurs mata uang dollar
Amerika. Akibatnya banyak negara
yang rnembutuhkan donor asing
untuk membiayai roda ekonomi da-
lam bentuk hutang.

Intervensi Lerﬁbaga Donor
Kebutuhan akan dana tala-
ngan dan Letter on Intent (Lol) un-
tuk melakukan transaksi perdaga-
ngan membuat negara-negara ber-
kembang berhutang kepada nega-
ra-negara maju melalui IMF mau-
pun Bank Dunia. Lembaga donor,



ti Bank Dunia, adalah lembaga
netral yang tidak agenda politik dalam
membantu negara berkembang. Da-
lam nota kesepakatan pendirian Bank
Dunia menyebutkan larangar pada
lembaga tersebut untuk mengguna-
kan kriteria politik dan non-ekonomi
dalam tindakan peminjaman dan me-
larang campur tangan dalam urusan
politik negara anggotanya (Abraham-
sen, 2000:26). Namun dalam perja-
tanannya, Bank Dunia memiliki agen-
da  untuk menerapkan  good
governarice dalam bentuk reformasi di

negara-negara yang menjadi kre-

ditornya.

Kekuatan dalam pengambilan
keputusan dalam Bank Dunia diten-
tukan oleh besarnya sumbangan/
simpanan yang dimiliki oleh negara
yang bersangkutan. Dengan demi-
kian, negara yang memiliki simpanan
besar bisa mempengaruhi arah ke-
bijakan Bank Dunia. Negara-negara
maju (G7) yang memiliki porsi besar
(40%) dalam pengambilan keputusan
bisa menyisipkan agenda dalam ke-
bijakan yang dikeluarkan Bank Dunia
(ibid:7). Terdapat dua agenda good
governance yang bersifat politis yakni
tuntutan pelaksanaan pemilu multi-
partai dan manajerial administratif
yang menitikberatkan perhatian pada
prosedur pemerintahan yang efisien
dan memiiiki akuntabilitas (ibid:28).
Program reformasi digulirkan dalam
bentuk penyesuaian struktural.

Bank Dunia mengemukakan ti-
ga kondisi yang dibutuhkan untuk me-
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lakukan reformasi. Wujudnya dalam
bentuk kesiapan untuk melakukan
reformasi.

1. Keinginan Politis (Political De-
sirability)

" Tanda banwa telah keinginan
politik untuk melakukan reformasi
dapat dilihat dari adanya sebuah
perubahan rezim atau koalisi atas
kekuasaan yang selama ini meme-
gang pengambiian keputusan untuk
pembuatan kebijakan Tanda yang
lain adalah terjadinya krisis keuang-
an atau ekonomi yang meiemahkan
legitimasi pemerintah yang berkua-
sa sehingga melakukan perubzahan
atas kebijakan yang di;alankan.

2. Kelaikan Politis (Polfitical Feasi-
bility)

Tanda-tanda bahwa reforma-
si laik secara politis adalah tingkat
kontrol atas proses pembuatan ke-
bijakan (legistatif, birokrasi, dan pe-
merintah pusat/daerah) cukup kuat
sehingga reformasi dapat berjalan.
Di samping itu kemampuan untuk
mengatasi adanya resistensi ter-
hadap reformasi yang terjadi kuat.

3. Kredibilitas Pemerintah (Credi-
bility)

Tanda bahwa pemerintah
memiliki komitmen yang kredibel
dapat dilihat dan reputasi pemerin-
tah di mata masyarakat. Ketika re-
putasinya baik maka proses refor-
masi akan lebih mudah dilaksana-
kan karena reputasi berhubungan
dengan tingkat kepercayaan ma-
syarakat atas pemerintahannya.
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Kredibilitas akan semakin baik apabila
ada dukungan baik secara domestik
maupun internasional untuk melaku-
kan reformasi. Dukungan secara do-
mestik mencakup* kesiapan sistem
hukum untuk mendukung reformasi
yang terjadi. Sedangkan dukungan in-
ternasional wujudnya lebih banyak
pada pemberian bantuan (Bank Du-
nia, 1995:11-13).

Namun dalam kenyataannya
apapun kondisi yang dimiliki oleh
negara berkembang, program penye-
suaian strukturat (good governance)
lebih berfokus pada penataan tata
pemerintahan di bidang politik dengan
mengurangi campur tangan peme-
rintah terhadap ekonomi. Good gover-
nance adalah model tata pemerin-
tahan dimana aktor yang berperan
adalah negara, publik, dan pasar. Ne-
gara menjadi institusi yang berperan
sebagai regulator dan pelayanan ke-
pada masyarakat dilaksanakan oleh
pasar. Di bidang ekonomi, penyesu-
aian struktural adalah melakukan
liberalisasi dengan pendekatan pasar.
Pendekatan pasar menerapkan model
yang membuka kompetisi. Mekanisme
pasar yang - baik dipercaya akan
menciptakan pola pertukaran dan in-
sentif yang baik dalam masyarakat
karena ide dasar yang dimiliki pende-
katan ini. -

1. Efisiensi Pasar

Akar ilmiah dalam pendekatan
pasar untuk mereformasi sektor publik
adalah efisiensi pasar sebagai me-
kanisme untuk mengalokasikan sum-
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ber daya. Kompetisi dalam penye-
lenggaraan pelayanan bisa mene-
kan ongkos produksi mendekat
harga yang paling rasional. Harga
yang rasional akan menciptakan
efisiensi dalam pelayanan publik
sehingga alokasi sumber daya yang
dimiliki menjadi semakin baik. Mes-
kipun tidak semua pelayanan bisa
dilaksanakan dengan mekanisme
pasar, tapi sangat baik untuk me-
nangani masalah-masalah ekster-
nalitas kebijakan.
2. Monopoli Birokratis

Perilaku monopolistik birokrat -
harus ciubah dengan mekanisme
yang lebih kompetitif dalam peng-
alokasian sumber daya. Fungsi-
fungsi monopoli yang ada pada
birokrasi harus diminimalkan de-
ngan membuka peluang bagi ada-
nya provider lain dalam memberi-
kan pelayanan pada masyarakat.

3. Pola Manajemen

Pola manajemen baik di or-
ganisasi publik maupun privat ada-
lah sama dimana instrumen yang
digunakan untuk mengatur dan me-
motivasi pegawai tidak berbeda.
Seorang manager publik akan
bekerja lebih baik apabila diberi hak
yang lebih besar dalam mengelola
organisasinya. Meskipun mengha-
dapi ambiguitas dalam pelaksanaan
tugas antara fungsi manajemen dan
fungsi sosial, tapi mekanisme per-
tanggungjawaban dapat menjadi
kontrol yang baik untuk mening-



katkan kinerja pegawai sektor publik
(Peters, 2001:25-32).

Pemerintah negara-negara ber-
kembang dipaksa untuk melakukan
program penyesuaian struktural (good
governance) oleh lembaga donor tan-
pa melihat kesiapan yang dimiliki.
Yang terjadi justru kemerosotan eko-
nomi yang semakin tajam, peng-
angguran yang semakin tinggi, dan
semakin terpuruknya kualitas hidup
masyarakat di negara-negara berkem-
bang (Abrahamsen, 2000:97). Ma-
suknya bantuan lembaga donor juga
diikuti dengan masuknya investasi da-
ri luar negeri karena divestasi BUMN.
Program ini sering diikuti dengan pri-
vatisasi yang justru menyedot sumber
daya ke luar negeri karena keuntung-
an BUMN yang seharusnya dimiliki
oleh negara ternyata dikuasai sektor
swasta asing.

Reformasi Politik dan Manajemen
Dalam kerangka reformasi, ma-
najemen sebagai bentuk dari admi-
nistrasi publik modern dengan gera-
kan privatisasi tidak bisa dilepaskan
dengan hubungan yang erat antara
aQn)inistrasi dan politik maupun ad-
ministrator dengan politisi. Dalam hal
ini, manajemen telah menguasai po-
litk dan mengambil alih wilayah politik
dm}ana kemungkinan dominasi pega-
wai peqeri lebih besar dibanding ke-
pemimpinan politik daripada sebalik-
nya. Politk adalah wilayah dimana
didalamnya mengandung makna luas
bukan hanya individu yang terlibat
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tetapi juga tempat terjadinya akti-
vitas. Dengan kata lain politik me-
ngandung makna keseluruhan pro-
ses yang terlibat dalam pembuatan
keputusan. Namun hal tersebut
menjadi hilang ketika manajemen
mengemuka dan mengganti isu-isu
politik. Manajemen lebih mene-
kankan pada upaya untuk peng-
hematan dan peningkatan pelaya-
nan publik yang diterima masya-
rakat ketimbang efeknya pada da-
sar politik maupun hubungan kons-
titusional yang terjadi. Keberhasilan
penerapan efisien, efektif, dan eko-
nomis untuk meningkatkan pelaya-
nan pelanggan adalah satu dimensi
dari gambaran hubungan antara
politik dan administrasi yang juga
mengalami perubahan.

Terdapat banyak kasus di-
mana terjadi perubahan yang signi-
fikan pada sifat politik negara-ne-
gara sebagai akibat dari reformasi
manajemen. Terjadi efosi legitimasi
terhadap pemerintah dan menurun-
nya loyalitas masyarakat pada par-
tai-partai yang ada. Hal ini juga
disebabkan oleh gelombang refor-
masi manajemen lebih banyak di-
sebabkan oleh institusi dari luar dan
bukan dari dalam negeri. Reformasi
manajemen memberikan . pilihan
yang sulit bagi pemerintah dimana
di satu sisi berusaha untuk untuk
meningkatkan kontrol atas birokrasi
dan program-programnya, dan di
sisi lain keharusan untuk meiaku-
kan desentralisasi. Doktrin New
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